
lndonesia Nomor 4286); 

4. Undung-Undung Nnmor 2.l Tahun 2014 tcruang Pemenntahan 
Daeruh [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2-H. Tarnbahnn Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomoi 5587) sebagaimnnn telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undnng-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerju ILcrnburun Nc:11,ara Repubhk Indonesia Tohun 2020 

Nomor 245, Tumbahan Lcrnbaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 6573); 

bahwa untuk melnksanakun ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang­ 

Undnng Nomor 17 Tahun 2003 tcnrang Keuangan Negara, maka 

pl·r lu mcrnberuuk l'c•nuuran Daerah ientang Anggarnn Pendnpntan 

dun Belanja Daerah Tahun Anggarun 2023· 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2. Undnng-Undang Nomor 1 J Tahun 1950 tcntang Pernbcntukan 

Daernh Dacrah Kabupatcn dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah: 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentong tentong 

Keuangan Nczara [Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7. Tambahan Lembaran Negara Republik 

BUP,\TI GROBOGAN, 

DENG,\N RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATA.N DAN BEL.ANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

~OMOR 12 TAHUN 2022 

BUP,\Tr GROBOG·\N 

PRO\'JNSI JAWA TENGAlt 

SALIN AN 

Mengmgat 

Mt rnrnbang 
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Dalam Peraturan Dacrah ini ynng dirnaksud dcngan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

3. Pcmenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pcmerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pcmerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 

ditctapkan dengan peraturan Daerah. 

5. Pcndapacan Daerah adalah scmua hak Dacrah vang diakui 

sebugai penarnbah nilai kekuyuan bcrsih dalam periodc iahun 
anggaran berkcnaan. 

6. Belunja Daerah adalah sernua kcwajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sobagai pengurang nilai kekayaan bersih dalarn pcriode 

tahun anggaran bcrkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kcrnbali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterrma kernbah, baik pada 

tahun anggaran bcrkenaan rnaupun pada tahun-tahun anggaran 

bertkutnya. 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN DAI!:RAH TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI GROBOGAN 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

dan 

Dengan Pcrsctujuan Bersarna 

5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Pcraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republtk Indonesia Nomor 6322); 
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Pasal 4 
(I) Pendapatan ash Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a direncanakan sebcsar Rp367.8 l 5.385.000,00 (uga ratus 
cnam puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta uga ratus 
delapan puluh !tma ribu rupiah), yang tcrdiri alas: 
u Pajak; 
b. Rctribusi: 
c. hasil pengclolaan kekavaan Daerah yang dipisahkan: dan 

cl. lam-lain pcndapatan asli Daerah yang sah. 

Pasal 3 
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan 
sebesar Rp2.562.740.477.000,00 (dua triliun lima ratus enarn puluh 
dua rniliar tujuh ratus cmpat puluh juta cmpat ratus tujuh puluh 
tujuh ribu rupiah), yang bersumbcr dari: 
a. pendapatan asli Daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-Jain Pendapatan Daerah yang sah. 

sisa Iebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 0,00. 

defisit (Rp 50.167.768.000,00) 
c. Pernbiayaan Daerah 

Penerirnaan Pembiayaan Rp I l 7.417.768.000,00 
2. Pengeluaran Pembiayaan RQ 67.250.000.000,00 
Pernbiayaan ncto Rp 50. lo7 768.ooo.oo 

Pasal 2 
APBD Tahun Anggaran 2023 ierdiri alas Pcndapatan Dacrah, Bclanja 
Dacrah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikui: 
a. Pcndapatan Daerah Rp 2.562.740.477.000,00 
b. Belanja Daerah Rp 2.612.908.245.000,00 

8. Pajak Daerah yang selanjumya disebut Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

9. Retribusr Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pernbayaran alas jasa aiau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemermtah Daerah untuk kepentmgan orang pribadi atau badan. 
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a. pendapatan hibah; clan 

Pasal 6 
( 1) Lain-lain Pendapatun Daerah yang sah sebagairnana dimaksud 

dalarn Pusal 3 huruf c dircncanakan sebesar Rp7.234.000.U00,00 
(tujuh miliar dua rat us tiga puluh empat JU ta rupiah), yang terdm 

alas: 

Pasal 5 
(1) Pcndapatan transfer sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf 

b direncanakan sebesar Rp2 187 .691.092.000,00 (dua triliun 
scratus delapan puluh tUJUh miliar enam ratus sembilan puluh 
satu juta sernbilan puluh clua ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pcndapaian transfer pemerintah pusat sebagairnana dimaksud 
pnda ayat ( I) huruf a dircncanakan sebcsar 
Rpl.949.611.004.000,00 (satu triliun scrnbilun ratus cmpat 

puluh sernbilan miliar enam ratus sebelas juta cmpat nbu 

rupiah). 
(3) Pendapatan transfer arnar daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebcsar Rp238.080.088.000,00 
(dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan puluh juta dclapan 

puluh dclapan ribu rupiah). 

(2) Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dircncanakan 
sebesar Rpl29.830.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan 
miliar delapan rarus tiga puluh juta rupiah). 

(3) Retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rpl3.575 892 000,00 (tiga belas rmliar lima 
ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dun 
ribu rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kckayaan Daerah yang dipisahkan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c dircncanakan 
sebcsar Rp29.189.608.000,00 (dua puluh scrnbilan miliar scratus 
dclapan puluh sembilan juta enam rat us de la pan ribu rupiah). 

(5) Lain-lain pcndapatan asli Daerah yang sah sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp 195.219.885.000,00 (scratus sernbilan puluh lima miliar dua 
ratus sernbilan belus juta dclapan ratus dclapan puluh lirna ribu 
rupiah). 
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a 
direncanakan sebesar Rpl.076.742.169.117,00 (saru triliun tujuh 
puluh enarn miliar tujuh rauis empat puluh dua juta seratus 
enam puluh sernbilan ribu serarus tujuh belas rupiah). 

(3) Bclanja barang dun jasa sebagaimana dirnuksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp644,642.614.904,00 (enam ratus 

ernpai puluh ernpat rnihar enam ratus ernpat puluh dua juta 

cnom ratus ernpat belas ribu sembilun ratus crnpat rupiah). 

a belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanju subsidi: 
c. bclanja hibah; dun 

f. belanja baruuan sosial. 

Pasal8 

( 1) Anggaran belanja operasi scbagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 

huruf a direncanakan sebcsar Rpl.863.405.507.787,00 (satu 
trlliun delapan ratus enam puluh tiga rmhar ernpat ratus lima 
juta hma ratus tujuh ribu tujuh rarus dclapan puluh tujuh 
rupiah), yang terdiri atas: 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanaknn 
sebesar Rp2.6 l 2.908.245.000,00 (dun lriliun enam ratus dua belas 
miliur sernbilan raius delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu 
rupiah), yang terdiri atas: 

a. bclanja operasi; 

b. belunja modal; 

c. bclanja tidak terduga: dan 
d. Lclanja transfer. 

b. lain-Info pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pcndapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp7.234.000.000,00 [tujuh miliar dua 
ratus tiga puluh cmpat juta rupiah). 

(3) Lain-Jam pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

pcrundang-undangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf 
b direncannkan sebcsar Rp 0,00 (nol rupiah). 
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Pasal 9 
(l) Anggaran belanja modal scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 7 

huruf b direncanakan scbesar Rp303.472.208.213,00 (tiga rarus 
tiga miliar ernpat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan 

ribu dua ratus tiga belas rupiah}, yang terdiri atas: 

a. belanja modal peralatan dan mesin; 
b. belanja modal gedung dan bangunan; 

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; clan 

d. belanja modal aset tetap lainnya. 
(2) Belanja modal peralatan dan mesin scbagaimana dimaksud pada 

ayat ( I) huruf a direncunakan sebesar Rp84.590.370.424,00 
(delapan puluh ernpat rniliar lima ratus scmbilan puluh juta tiga 

ratus tujuh puluh ribu ernpat ratus dua puluh ernpat rupiah). 

(3) Belanja modal gcdung dan bangunan sebagairnana dirnaksud 

pad a ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp79.802. 764.199,00 

(tujuh puluh sembilnn miliar delapan ratus dua juta tujuh rarus 
cnarn puluh ernpat ribu seratus sernbilan puluh sernbilan rupiah). 

(4) 13elanja modal jalan, janngan, dan irigasi sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c dircncanakan sebcsar 

Rp l 15.513.596.590,00 (seraius lima betas miliar lirna ratus tiga 

belas JUta lima rruus sernbilan puluh enam ribu lima raius 

sernbilan puluh rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

dircncanakan sebesar Rp4.288.334.000,00 (empat miliar dua 
rat us delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ernpat ribu 

rupiah]. 

(5) Bclanja subsidi sebagaimana dirnaksud pacla ayat (1) huruf d 

dircncanakan sebesar Rp334.740.000,00 (tiga ratus tiga puluh 

ernpat juta tujuh rat us em pat puluh ribu rupiah). 
(6) f3elanja hi bah sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) huruf e 

clirencanakan sebesar Rpl22.702.899.766,00 (seratus dua puluh 

clua miliar tujuh ratus dua jura delapan ratus sembilan puluh 

sernbilan ribu tujuh ratus cnarn puluh enam rupiah). 

(7J Bclanja bantuan sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanak .. m sebesar Rpl4 694.750.000.00 [ernpat belas 

miliar enam ratus sembilan puluh cmpat juta tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah). 
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Pasal 13 
Anggaran penerimaan Pcmbiayaan scbagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rpl17.417.768.000,00 
(serutus iujuh belas miliar ernpat ratus tujuh belas juta tujuh rarus 
enurn puluh delapan ribu rupiah), yang bersurnber dari sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun sebelurnnya. 

Pasal 12 
Anggaran Pernbiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dircncanakan 
sebesar RpS0.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus enam puluh 
tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri 

atas: 
a. penerimaan Pernbiayaan; dan 
b. pengcluaran Pernbiavaan. 

Pasal 11 
( 1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf d direncanakan sebesar Rp429.680.905.000,00 (empat 
ratus dua puluh sembilan rniliar enam ratus delapan puluh juta 
scrnbilan ratus lirna ribu rupiah). yang terdm atas: 
a. belanja bagi hasil; dan 
b. bclanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 

direncanakan sebesar Rpl4.340.590.000,00 (empat belas miliar 
ilga ratus empat puluh juia lima ratus sembilan puluh ribu 
rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp4 l 5.340.315.000,00 (empat 

ratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima 
belas nbu rupiah). 

Pasal 10 
Anggaran belanja tidak terduga sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 

7 huruf c dircncanakan sebcsar Rpl6.349.624.000,00 (enum bclas 
miliar tiga ratus empat puluh sernbilan juta enam ratus dua puluh 
empat ribu rupiah). 

(5) Belanja modal asei tetap Jainnya sebagnimana dimaksud pada 

ayat ( l) huruf d direncanakan sebesar Rp23.565.477.000,00 (dua 
puluh tiga rniliar lima ratus cnam puluh lima juta ernpat ratus 
tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 
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Pasal 16 
(I) Dularn keadaan darurat tcrmasuk keperluan mendcsak, 

Pemerintah Daerah dapat rnelakukan pcngeluaran yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau pengcluaran mclcbihi pagu yang 

duetapkan dalarn Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukan dalarn perubahan APBD Tahun Anggaran '.2023. 
dcngan tata earn terlcbih dahulu mclakukan perubahan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan 

pernberitahuan kepada Pirnpinan DPRD selanjutnya disarnpaikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 15 

( l) S,•lisih antara anggaran Pendapatan Dae rah dcngan anggaran 

Belanja Dacrah rnengakibatkan ierjadinya defisit sebesar 
Rp50.167.768.000,00 (lima puluh miliar seraius enarn puluh 

tujuh juta tujuh ratus enarn puluh dclapan ribu rupiah). 

(2) Pernbiayaan neto yang merupakan selisih penerirnaan 

pcrnbiayaan terhadnp pcngeluaran pernbiay aan dircncanakan 

sebcsar Rp50.167.768.000,00 (lima puluh miliar seratus cnam 

puluh tujuh JU la tujuh rat us enam puluh delapan ribu rupiah). 

Pasul 14 

( 1) Anggaran pengeluaran Pernbiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp67.250.000.000,00 

(enarn puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). yang 

ierdiri atas: 

a. pernbcntukan duna cadangan; 

b. penyertaan modal Daerah; dun 

c. pcmbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. 

(2) Pernbentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan 

rniliar rupiah). 

(3) Pcnyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp8.250.000.000,00 (dclapan 

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). 

(4) Pcrnbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagairnana 

dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh rniliar rupiah). 



9 

(2) Keadaan darurat sebagairnana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pclayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 
yang anggarannya bclum tersedia dalarn iahun anggaran 
berjalan; 

b. belanja Dacrah yang bersifat mengikat clan belanja yang 
bersifat wajib; 

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 
Dacrah dan tidak dapat diprediksikan scbelurnnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan, 

d. pengcluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih bcsar bagi Pcmerintah 

Dacrah dan/atau rnasyarakat: dan/atau 
e. program dan kegiaian yang sumber dananya dari dana 

transfer Pemerintah Pusat, kebijakan Pernerintah Pusat, 
bant.uan kcuangan Provinsi don kcbijakan Pernerintah 
Provins: yang dananya duenrna setelah APBD duetapkan 

beserta dana pendampingan dari APBD. 
(4) Pendanaan keadaan darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan kcperluan mendesak sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 

dapat mcnggunakan Belanja Tidak Terduga, rncnggunakan dana 
dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan 
kegiatan lainnva dalam tahun anggaran berjalan dan/atau 

mcrnanfaatkan uang kas yang terscdia. 
(5) Penycdiaan anggaran untuk pendanaan keadaan darurat 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan kepcrluan mendesak 

sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan 

terlebih dahulu rnelakukan pcrubahan Peraturan Bupau tentang 
Pcnjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. 

(6) Dalarn hal penyediaan anggaran uruuk pendanaan keadaan 
darurat sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan keperluan 
mendesak sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) tcrjadi setelah 
Peraturan Daerah tcntang Perubahan APBD ditetapkan, maka 

ditarnpung dalam Laporan Realisasi Anggaran 2023. 
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12. Lampiran XII Daftar pcnvertaan modal Daerah dan invescasi 
Dacrah Iarnnya; 

13. Lampiran XIII Daftar perkiraun penambahan dan pengurangan 

aset tetap Daerah dan aset lam-lam, 

I 0. Larnpiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per 

jabatan; 
11. Lampiran XI Daftar piutang Daerah; 

6. Lampiran VI Rekapuulasi bclanja uruuk pcrncnuhan standar 

pelay anan minimal; 
7. Lampiran VIJ Sinkronisasi program pada rencana pembangunan 

jangka menengah Dacrah dengan rancangan 
APBD; 

8. Lampiran Vlll Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan 
pada rencana kerja pernbangunan Dacrah dan 

pnorotas plafon anggaran semeruara dcngan 
rancangan APBD, 

9. Lampiran IX Sikronisasi program prioritas nasional dcngan 
program prioritas Daerah; 

negara; 

pcmcrintahan Daerah, organisasi, program, 
kegiatan bcserta hasil don sub kegiatan bescrta 
keluaran, 

Rekapitulasi bclanja Daerah untuk keselarasan 
dan keterpaduan urusan pemeriruah Daerah dan 
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 

5. Lampiran V 

urusan mcnurut 

Daerah, organisasi, program, kcgiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis pcndapatan, belanja, 

dan Pcrnbiayaan: 
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja 

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok dan jerus pcndapatan, belunja, dan 
Pcmbiayaan: 
Ringkasan APBD yang diklasilikasi menurut 
urusan pemcrintahan Dacrah dan organisasi; 

3. Lampiran Ill Rincian APBD menurut urusan pemcrintahan 

2. Larnpiran II 

1. Lampiran I 

Pasal 17 
Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 
dim.iksud dalam Pasal 2, tercanturn dalarn Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini 
terdm dari: 
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S~man u,t9, ,tt., ,D aal,nya 
Krf.\ • .;~... .. 'l(1'1d 

S£TDA KA! L ','ii. N ull..JI OOA!I 

NOMOR REGl~TER PERATURAN DAERAII K.'\BUPATEN GROBOGAN, PROVINS! 

JAW:\ TENGAH. ( 12,354 /2022) 

MOIIAM,\I) SUMARSONO 

LEMl:MRAN DM~R,·\H lv\BUPAn:N GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 12 

Ltd 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal 28 Descmber 2022 

SEKR!:."TARIS DAERAH 
KAUUPATEN CiROROGAN, 

SRJ SUMARNI 

nd 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 28 Desembci 2022 

BUPATI GROBOGAN. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini rnulai bcrlaku pada tanggal I Januari 2023 
,\g,tr seuap orang mr-ngerahuinya. mernerintahknn pengundangan 
Peraturun Daeral- m1 dvngan penernpat .. mnya dalam Lembaran 
Dncrnh Kahupatc·n Grnbogan. 

Ketentuan lebih lanjut mcngenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 
2023 sebagai landasan operasional pelaksanaon APBD Tahun 
Anggaran 2023 duetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 18 

14. Lampiran XI\ Daftar sub kegiatan rahun jamak (multy yc•ars}: 

15. Lampiran XV Dattar dana cadangan; dan 
16. Lurnpirun XVI Daltur pinjarnun Dacrah. 
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Cukup jelas. 

Pasal 1 

Cukup jclas. 

Pasal 2 
Cukup jclas. 

Pasal 3 

II. PASAL DEMI PASAL 

Berdusarkan Pasal 23 Peraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah mcnyebutkan APBD disusun sesuai 

dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pernerintah daerah yang menjadi 
kewenangan Daerah dan kernampuan Pendapatan Dae rah. Pen} usunan APBD 

scbagairnana dlmaksud, bcrpedoman pada Rencana Kcrja Pcmcrintah Daerah 
dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyaraknt untuk tercapainya 

tujuan bernegara, APBD mcmiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, Pcrubahan APBD dan 

pertanggungjawaban pclaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan 
Peraturan Dacrah, Terna Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2023 
adalah "pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastuktur" Dengan 

mernperhatikan Pasal 89 Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, terna Rencana Kcrja Pcrnerintah Dacrah 

tersebut diterjernahkan ke dalam program dan kegiatan dalam penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Scrneruara 
(KUA-PPAS) kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 serta mcmpcrhatikan 

Peraturan Merten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 teniang Pcdoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnva menjadi dasar 

penyusunan APBD Kabupaten Gobogan Tahun Anggaran 2023. 

I. UMUM 

NOMOR 12 TAHUN 2022 
TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

PERATURAN DAERAII KABUPATEN GROBOGAN 

ATAS 

PENJELASAN 



Sa!lua:, a• •uol rJcuJ" ,u ut111ya 
KE.PA•,,....,~,.1~,; 11\.Kt"M 

S£TDA lf<(et..r, rtN t.ROIJOGA.~ 

I 

~ie>'fb 
RlAOQ./ t;u,f:nc,no !-H 

ii'Pl9sY,;.J ~ou;.;, ,uo;;- 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 

PasaJ 5 

Cukup jelas. 
PasaJ 6 

Cukup jelas, 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasa1 9 

Cukup Jelas. 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Cukup jelas, 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas, 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
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